BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era modern kini sudah semakin tidak terbendung
dan merambah ke berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak langsung
adalah sektor keuangan, khususnya dalam hal transaksi. Perkembangan tersebut
membawa perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan masyarakat dalam
bertransaksi. Pada era modern seperti sekarang ini transaksi sudah berkembang
pesat, dari yang tradisional menggunakan uang cash kemudian berkembang melalui
metode tranfer antar bank dan kini menjadi pembayaran digital (digital payment)
melalui jaringan internet. Perbankan sebagai salah satu aktor utama dalam kegiatan
transaksi berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik dalam hal transaksi
digital kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank-bank
terkemuka di Indonesia melaunching produk Mobile Banking masing-masing.
(Indah Mutiasari, 2020)

Selain perbankan, perubahan perilaku juga terjadi pada masyarakat umum
sebagai stakeholder utama dalam sebuah transaksi, perubahan tersebut ditandai
dengan peningkatan signifikan dalam nilai transaksi elektronik yang pada tahun

2018 tercatat sebesar Rp106.780 miliar menjadi Rp1.177.797 miliar pada tahun



2022, meningkat sepulu kali lipat dalam kurun waktu empat tahun tentunya
merupakan peningkatan yang sangat signifikan, walaupun peningkatan tersebut
sebagian besar juga didorong oleh faktor pandemi Covid-19 pada tahun 2019, sebab
peningkatan cukup besar diawali pada tahun 2019 sebesar Rp473.443 miliar (Bank
Indonesia, 2022).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai
pelaksana anggaran menangkap fenomena tersebut dan turut berperan serta dalam
perkembangan teknologi di sektor transaksi tersebut, dengan menerapkan Digital
Payment berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Marketplace
Digital Payment pada Satuan Kerja. Digital Payment merupakan ekosistem
pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran
secara elektronik baik menggunakan kartu debit maupun pendebetan Kartu Kredit
Pemerntah (KKP) ke rekening vendor penyedia barang/jasa menggunakan Uang
Persediaan (UP) melalui sitem marketplace (DJPb, 2019).

Penerapan Digital Payment pada saat ini telah dilakukan secara menyeluruh pada
seluruh satuan kerja pemerintah pusat baik yang berada di pusat maupun daerah.
Penerapan tersebut juga dimaksudkan untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM
yang juga merupakan salah satu target utama penerapan Digipay oleh pemerintah.
Digipay diharapkan dapat menjadi wadah bagi peringkasan transaksi antara satuan
kerja pemerintah dengan vendor, yang dalam hal ini diharapkan sebagian besar
vendor yang tergabung dalam Digipay tersebut merupakan UMKM, dengan tetap

memperhatikan Standart Operating Procedur (SOP), birokrasi, serta peraturan



transaksi satuan kerja pemerintah yang tentunya berbeda dengan peraturan transaksi
di sektor privat.

Daerah tertinggal merupakan daerah yang ditetapkan pemerintah setiap lima
tahun sekali melalui peraturan presiden berdasarkan kriteria perekonomian
masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan
daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah (Pemerintah, 2020). Selain perpres
tentang penetapan daerah tertinggal, Kementerian Keuangan sendiri mengeluarkan
Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 877 tahun 2018 tentang Unit Kerja
Kementerian Keuangan di Tempat yang sulit Perhubungannya (UK3TSP),
UK3TSP merupakan daerah yang sulit dijangkau menggunakan transportasi yang
ada atau dapat diketegorikan sebagai daerah remote (Kementerian Keuangan,
2018). Dalam hal daerah tertinggal Kabupaten Lembata merupakan salah satu
kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-
2024 dan satuan kerja pemerintah di wilayah Kabupaten Lembata termasuk dalam
wilayah kerja KPPN Larantuka. sedangkan dalam hal UK3TSP, KPPN Larantuka
juga merupakan salah satu unit kerja yang termasuk dalam UK3TSP berdasarkan
Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 877 tahun 2018 tentang Unit Kerja
Kementerian Keuangan di Tempat yang sulit Perhubungannya (UK3TSP).

Dengan karakteristik daerah yang sedemikian rupa menyebabkan penerapan
Digipay pada KPPN Larantuka berbeda dengan penerapan Digipay di daerah
lainnya, daerah yang cenderung masih perlu berkembang menyebabkan berbagai

keterbatasan dalam perkembangan teknologi dan ekonomi yang juga berdampak



pada implementasi digitalisasi transaksi keuangan yang dipelopori oleh

Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui KPPN Larantuka sebagai Regional

Chief Economist di daerah. Keadaan tersebut yang ingin disampaikan oleh penulis

melalui karya tulis ini, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi baik bagi

pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam berperan dalam peningkatan
implementasi Digital Payment di satker lingkup KPPN Larantuka.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir ini
adalah sebagai berikut:

- Bagaimana tanggapan operator aplikasi Digipay terhadap implementasi
Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN
Larantuka?

- Bagaimana tanggapan/sambutan vendor terhadap implementasi Digipay pada
daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka?

- Apayang menjadi hambatan dari vendor maupun operator dalam implementasi
aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup
KPPN Larantuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui tanggapan operator aplikasi Digipay terhadap implementasi

Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN

Larantuka.



Mengetahui tanggapan/sambutan vendor terhadap implementasi Digipay pada
daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

Mengetahui yang menjadi hambatan dari vendor maupun operator dalam
implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan

satker lingkup KPPN Larantuka.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, ruang lingkup penulisan yaitu

implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker

lingkup KPPN Larantuka. Implementasi aplikasi Digipay yang menjadi objek

penelitian merupakan transaksi yang dibatasi pada tahun anggaran 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan

manfaat antara lain:

Manfaat Teoritis.

Dengan hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan
informasi terkait implementasi aplikasi Digipay pada daerah tertinggal dan
sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.

Manfaat Praktis
a) Bagi Penulis
Karya tulis ini diharapkan mampu menjadi media bagi penulis untuk
menambah wawasan pelaksanaan belanja negara khususnya terkait
implementasi aplikasi Digipay serta sebagai media implementasi

pengetahuan penulis di bidang pelaksanaan belanja negara.



b) Bagi Akademik
Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di pustaka
PKN STAN terkait dengan pelaksanaan belanja negara khususnya terkait
implementasi Digipay.
c) Bagi Pembuat Kebijakan
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi
serta keadaan lapangan mengenai implementasi aplikasi Digipay pada
daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN Larantuka.
d) Bagi Pembaca
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai
pelaksanaan belanja negara khususnya implementasi aplikasi Digipay
pada daerah tertinggal dan sulit perhubungan satker lingkup KPPN
Larantuka.
1.6 Sistematika Penulisan
Karya tulis tugas akhir ini akan berisi empat bab dan dari setiap bab akan ada
beberapa subbab terkait dengan pembahan masing-masing babnya. Berikut adalah
gambaran penyajian karya tulis tugas akhir ini:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan
masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode

pengambilan data, dan sistematika penulisan KTTA.



BAB I LANDASAN TEORI
Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan dasar untuk Menyusun penulisan karya
tulis tugas akhir ini, dasar hukum pengimplementasian aplikasi digipay, pengertian
digipay, dasar hukum konsep daerah tertinggal dan sulit perhubungan.
BAB Il METODE DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis akan menyajikan metode pengumpulan data, gambaran
umum objek penulisan, pembahasan hasil.
a. Metode Pengumpulan Data
Berisi sajian data yang telah dikumpulkan penulis, serta bagaimana
metode cara penulis mengumpulkan dan mengolah data tersebut. Metode
yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu studi pustaka dan studi
lapangan.
b. Gambaran Umum
Menyajikan profil satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN
Larantuka, serta implementasi digipay secara umum.
c. Pembahasan Hasil
Penulis akan memaparkan tanggapan operator digipay terhadap
implementasi aplikasi digipay baik dari sudut pandang satuan kerja maupun
vendor yang telah menggunakan aplikasi digipay.
BAB IV SIMPULAN
Bab ini berisi simpulan atas penjelasan yang telah disajikan pada bab-bab
sebelumnya dan saran yang disampaikan penulis guna menjadi saran dalam

pengembangan implementasi digipay di wilayah kerja KPPN Larantuka.






